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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan 

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana 

Kerja Anggaran Perubahan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran 

pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja Badan Pendapatan adalah dokumen 

perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali dengan 

penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan 

Rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Bapenda Tahun 2021 -

2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. 

Perubahan dalam Renja Tahun 2023 memuat perubahan pagu anggaran program 

dan kegiatan yang didasarkan pada pagu pergeseran Bapenda diawal Triwulan II 

Tahun Anggaran 2023 Perubahan Renja Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan 

penyusunan RKA Perubahan Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2023 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan 

yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga memberi dampak yang 

optimal bagi pencapaian peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya 

dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.  

1.2 LANDASAN HUKUM 

1.2.1. Landasan Formil 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
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Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1646); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran 

Negara RI Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusasn Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890):  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2014 Nomor 80); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara RI 

Tahun 2016 Nomor 2083); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 
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Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 7 Tahun 2008); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 

Nomor 12); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;  

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 195); 

27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat; 

28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2012 Nomor  65); 

29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 

Nomor 34). 
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1.2.2.  Landasan Materil 

Masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat para aparat unit 

kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta instansi 

terkait baik pusat maupun daerah. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan 

penyusunan Renja Perubahan 2023 adalah:  

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan 2023 

Maksud Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 

dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta 

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan 

program kegiatan pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. 

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan 2023 

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2023 adalah: 

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstranya 

dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam 

manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun 

waktu satu tahun kedepan. 

3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran 

tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta indikator 

kinerjanya yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu 

tahun kedepan. 
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan rancangan Renja Perubahan Badan Pendapatan 

Daerah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:  

BAB I    Pendahuluan  

BAB II   Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun Berkenaan 

BAB III  Rencana Kerja Dan Pedanaan Perangkat Daerah 

BAB IV  Penutup 
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BAB II. EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi 

dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD 

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah 

dalam melaksanakan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian 

target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan 

permasalahan yang dihadapi.  

Tabel 2.1. 

Tujuan dan Sasaran Bapenda yang Tertuang Dalam Renstra 2021-2026 
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CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 

Tahun 2023 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 

Rp.3.030.460.024.217,00 realisasi sampai 30 Juni 2023 adalah sebesar 

Rp.1.315.919.635.663,17 dengan persentase capaian sebesar 43,42%. 

Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari: 

1. Pajak Daerah, target Rp.2.407.806.737.844,00 realisasi 

Rp.1.315.919.635.663,17 (43,62%) 

Pajak Daerah terdiri dari: 

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), target Rp.906.376.154.000,00 

realisasi Rp.1.050.376.185.679,00 (40,70%) 

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), target 

Rp.443.000.115.000,00 realisasi Rp.211.782.267.350,00 (47,80%) 

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), target 

Rp.579.053.484.000,00 realisasi Rp.292.166.442.446,00 (50,45%) 

- Pajak Rokok, target Rp.465.545.433.844,00 realisasi 

Rp.172.346.851.507,00 (37,02%) 

- Pajak Air Permukaan (PAP), target Rp.13.831.551.000,00 realisasi 

Rp.5.126.287. 376,00 (37,6%) 

2. Retribusi Daerah, target Rp.22.691.509.656,00 realisasi 

Rp.6.041.531.798,00 (26,62%) 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, target 

Rp.115.937.386.402,00 realisasi Rp.108.489.923.888,00 (93,57%) 

4. Lain-Lain PAD yang Sah, target Rp.484.024.390.315,00 realisasi 

Rp.151.011.994.298,17 (31,19%) 
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5. Pendapatan Transfer, target Rp.3.412.828.601.000,00 realisasi 

Rp.1.478.731.216.207,00 (43,32%) 

6. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, target Rp.15.972.060.000,00 

realisasi Rp.1.897.206.885,00 (11,87%) 

Adapun realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 2.2 

Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan II 

Tahun Anggaran 2023 

 

No. Uraian 
Anggaran  

Tahun 2023 
(Rp) 

Realisasi s.d Triwulan II 

Fisik 
(%) 

Keuangan 

Rp % 

1 2 3 4 5 6 

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah Provinsi  

84.016.122.975,00 43.57 29.648.996.956,00 35,29 

2 Program Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

1.207.180.603,00 36.85 3.129.574.414,00 38,95 

  JUMLAH 92.050.422.083,00 42.33 32.778571.370,00 35,61 

Kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 

2 program, 9 kegiatan dan 41 sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 

2023 terealisasi sebesar Rp. 32.778.571.370,00 dari target Rp. 

90.735.782.795,00 atau (36,13%) sedangkan realisasi fisik sebesar 13,89%. 

Jauhnya perbedaan perkembangan realisasi fisik dan keuangan disebabkan 

administrasi keuangan yang belum diselesaikan dan pemberian UP yang kecil. 

Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah telah mendukung 

sasaran kinerja pada indikator tujuan/sasaran pada Renstra perangkat daerah. 

Berikut tabel program dan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 
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Tabel 2.3 

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Triwulan II  

Tahun Anggaran 2023 
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ISU PENTING DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK OPD 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas 

pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, 

retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan 

pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek 

pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 

b. Penyelenggaraan pengelolaaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan 

daerah menjadi kewenangan daerah provinsi. 

c. Penyelenggaraan administrasi Badan. 

d. Penyelenggaaran evaluasi dan pelaporan Badan. 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun 

kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun 

eksternal. Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu 

permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada 

periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi 

kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

        Adapun isu-isu strategis sebagai berikut: 

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, 

retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan yang sah. 

2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor 

3. Peningkatan kualitas pelayananan berbasis teknologi informasi 

4. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan 

5. Peningkatan profesional ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

6. Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun 

eksternal. 

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk tahun anggaran 2023 Badan 

Pendapatan Daerah melakukan perubahan anggaran baik pergeseran antar sub 

kegiatan maupun perubahan (penambahan/pengurangan) pagu antar sub kegiatan 

yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran karena defisit belanja seperti berikut: 
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Tabel 2.4 

Sub Kegiatan TA 2023 yang Mengalami Perubahan Anggaran   
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BAB III.  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

sejak tahun 2021 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan 

daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merumuskan program 

dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 

2023, yaitu: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan: 

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah 

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan: 

a.   Pengelolaan Pendapatan Daerah 
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3.2. RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Rincian Rencana Program dan Kegiatan untuk Perubahan Tahun 2023 

secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.  
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BAB IV.  PENUTUP 
 

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja 

(Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2023 ini dapat disusun. 

Renja Perubahan Badan Pendapatan Derah Tahun 2023 ini diharapkan 

nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian upaya Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025. Renja ini disusun 

sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. 

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan 

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diucapkan terima kasih dan semoga upaya 

Badan Pendapatan Daerah di tahun tersebut dapat berjalan lebih terarah dan 

terukur. 

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini 

hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan 

dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala 

usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diharapkan, dapat diwujudkan hendaknya. 

Aamiin. 

 

 


